PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR |4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI

SIVIL, TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

I"EZNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

Meninmbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab  sesuai dengan  kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya
pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

». bahwa adanya kenaikan biaya penginapan yang harus
dikeluarkan oleh pelaku perjalanan dinas luar daerah dan
sesuai persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan
dinas maka pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur perlu
dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan
nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga
Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Sumba Timur;

Mengiiigat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Kcuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
I'cnanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ridonesia Nomor 6516);

Uidang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
liidonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
[ouangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
L .crah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
li.donesia Nomor 6757);

Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pcierintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
It " nesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
N [ .ra Republik Indonesia Nomor 6041);

F raturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
F o ngelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lcibaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Pcoturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

te 11g Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(E 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
SR

P riluran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tc »lang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(O ita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1721);

Pc. tnran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
te ‘g Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
B 1ja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
R i0lik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

P rturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4
T: 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(L. Taran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020

2



Menetapkan

mor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
. niba Timur Nomor 873);
11.17 < turan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4
in 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
rah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023
(..uibaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022
‘wmor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
.~ ouiba Timur  Nomor 1.004);
12.. turan Bupati Sumba Timur Nomor 25 Tahun 2017
{ g Pengelolaan Uang Daerah dan Penempatannya
] . Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumba
! Ar Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Berita Daerah
| ..wapaten Sumba Timur Nomor 688);
13. . turan Bupati Sumba Timur Nomor 64 Tahun 2022
1ng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
. ah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023
( ‘ta Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022
] or 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba
ir Nomor 1.005);
14.  ~ .luran Bupati Sumba Timur Nomor 67 Tahun 2022
ing Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
‘whun 2022 tentang Penetapan Nama dan Nomor
ning Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba
v (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
- Nomor 71, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
ba Timur Nomor 1.008);

MEMUTUSKAN :

PER ?AN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PEF =~ CRAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021
TEN""NG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEC ", PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPI' " CNAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI
NEC ¢ SIPIL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Pasal I

el . ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur

Non Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi
Peja 1 . cgara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipi.. * unaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri
Sipil »ah sebagai berikut :

1. 1 tuan ayat (7) Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 19

. ang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat

I 2, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil,

Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil

( "upaten Sumba Timur diubah sehingga Pasal 12
b nvi sebagai berikut:



—

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Jiaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen
.ebagai berikut :

biaya transportasi;
uang harian;
biaya penginapan;
uang representasi;
: sewa kendaraan; dan
‘nya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
uruf a adalah biaya dari tempat kedudukan sampai ke
otel/penginapan tempat tujuan untuk keberangkatan
an  kepulangan, termasuk biaya ke terminal
us/stasiun/bandara/pelabuhan, retribusi/airport tax
ing dipungut diterminal bus/stasiun/pelabuhan, biaya
:lebihan bagasi saat membawa/mengantar
u'zu/dokumen, bahan pameran dan biaya pemeriksaan
~cehatan yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan
erjalanan dinas.
ang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
libayarkan secara lumpsum yang merupakan batas
riinggi untuk kota tempat tujuan, yang terdiri atas :
uang makan;
uang transport lokal; dan
uang saku.
ang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
aruf a per hari sebesar Rp100.000,00 per hari.
ang transpor lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
) huruf b per hari sebesar Rp100.000,00 per hari.
ang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
\alah sebesar uang harian pada kota tempat tujuan
claksanaan perjalanan dinas pada lampiran VI
kurangi uang makan sebagaimana dimaksud pada
‘at (4) dan uang transpor lokal sebagaimana dimaksud
c'a ayat (5).
ava penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nuf ¢ dan termuat pada lampiran IV dan V
1pakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
1 hotel; atau
di fasilitas penginapan lainnya.
‘nm hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya
noinapan  sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
riaku ketentuan sebagai berikut :
prlaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota
| »mpat Tujuan.
baya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf
- dibayarkan secara lumpsum.
7 representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
] d dapat diberikan kepada Pejabat Negara,
mpnan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II untuk
periuan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan
ronen biaya sewa kendaraan sebagaimana
mksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya sewa
niaraan roda 4 (empat) dalam kota ditempat tujuan
- diberikan kepada Pejabat Negara.



2. ntuan dalam pasal 28 diubah, sehingga pasal 28
unvi sebagai berikut :

Pasal 28

gan  berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
¢ ksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
nn dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga
Loinnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di
paten Sumba Timur berpedoman pada Peraturan
(i ini, sedangkan Perjalanan Dinas yang telah
<sanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan
ntuan besaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan
ntuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19
n 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati
or 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
- Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai
ri &ipil di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 11
Pe n L upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ag: setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pe aroan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dal 11171 Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal [0 MpgeT 2027

Diundangkan di Wa' !
pada tanggal |0 MARET  2017%
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PENJELASAN
ATAS

ATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR Iq TAHUN 2023

TENTANG
A ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

1 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
«iPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI

- LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI

L DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

1 kenaikan biaya penginapan yang harus dikeluarkan
dinas luar daerah sesuai persyaratan untuk dapat

1 dinas, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor )
cdoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat N egara, Pimpinan

’egawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil

Sipil di Kabupaten Sumba Timur perlu dilakukan
‘an ketentuan peraturan perundang-undangan.

AH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 03/






PENJELASAN
ATAS

JATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PER' ~AHA ITIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOE © TAH! 021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
PEJAB..| NEGA! MPILIAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI

SIPIL, T°NAGA ° - LAIN.IYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI
L DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUI

Eeirhubun, nya ko aikan biaya penginapan yang harus dikeluarkan
oleh peaku p 1 di s luar daerah sesuai persyaratan untuk dapat
mclaku'! an perje’ + n dinos, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5
Tahun 221 te: 2domn Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anccota | egawal Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil
Non Preawai eri Sipil di Kabupaten Sumba Timur perlu dilakukan
penye n b arkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Cukii1 jelas.
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R TAHun 9623

‘nimba Timur

o MARgT 202%
LTAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA

BIAYA (Rp)

1.880.000
530.000
100.000
100.000
330.000
250.000
1.100.000
750.000

i (Diluar Pulau Sumba)

1.680.000
430.000
100.000
100.000
230.000
250.000
1.000.000
500.000

L s caratan Sumba

1.180.000
430.000
100.000
100.000
230.000
250.000
500.000

Lidoa uaar

an :
'\ Pandawai dan Kanatang.

e, imu Lingu, Lewa Tidahu, Umalulu,
"Wy, dan Haharu

matan
uta Mapambuhang, Kahaungu Eti,
leriwai, Noadu Ngala, Karera dan Pinu Pahar

ghkudu

255.000

130.000
125.000

275.000
150.000
125.000
295.000
170.000
125.000
495.000
170.000

125.000
200.000

Lol1) Kurang dari 8 (Delapan ) Jam

125.000




Lampiran V i

ly TAHUN 2525

Nom
‘ 10 MAREr 2029
SA I S DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
YA AN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIAYA (Rp)
5o TINGKAT B|TINGKAT C|TINGKAT D| TINGKAT E| TINGKAT F
1. |Ke Luar | 1 1.880.000| 1.480.000| 1.230.000| 1.130.000| 1.030.000
¢ Uang Har: 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000
-uang mo 4 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- transp 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- uany 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
e Uang F € 250.000 150.000 - - -
e Biaya ! B 1.100.000 800.000 '700.000 600.000 500.000
2. |Dalam W I 1.680.000( 1.280.000| 1.080.000 980.000 930.000
e Uang | - 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
- uang n ! 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- transpr R 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- uang 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
e Uang! e 250.000 150.000 - - -
e Biaya ! L8 - 1.000.000 700.000 650.000 550.000 500.000
3. |Ke Kabup: se i 930.000 830.000( 1.030.000 980.000 980.000
e Uang V¥ 3 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
- ua an 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- trans; oka 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- uang ! 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
e Biaya na 500.000 400.000 400.000 350.000 350.000
¢ Trans i . . - - 200.000 200.000 200.000
4. [Dalam W ¥
Zona I pu 255.000 205.000 130.000 130.000 130.000
- Kota """ gap
dan fang
e Uang 1 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
e Uanyg | sen 125.000 75.000 - - -
Zona | ipv 275.000 225.000 150.000 150.000 150.000
- Ngyu A Yu,
Leu du
Wil /
e Uang | 1 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
e Uany sent 125.000 75.000 - - -
Zon» :liph natan 295.000 245.000 170.000 170.000 170.000
- Mata a Pc
Tal g, P
Ki ay
Meah
e Uan: 170.000| 170.000| 170.000| 170.000( 170.000
e Uany en 125.000 75.000 - - -
Zons lipu 495.000 445.000 370.000 370.000 370.000
Pula ‘danr
e Uan; 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
e Uan: sen' 125.000 75.000 - - -
e Tra (¥ o 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
5. |Perjal: . 125.000 100.000 75.000 75.000 75.000
kuran
b




